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AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA
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Abstract
Legal protection is the right of every citizen including the right for children. All 
citizens are equal before the law and government and shall abide by the law and 
the government without any exception. The state should make laws as commander 
in safeguarding the implementation of national and state life. Every child has the 
right to live, grow and develop and are entitled to protection and violence and 
discrimination. Divorce cases in particular Denpasar Bali every year showed an 
increase. It is necessary to get the attention of the parties concerned, because of 
the impact of divorce experienced by children can be felt directly by the children 
themselves. Children become victims direct result of his parents’ divorce. The 
judiciary has an important role to ensure the rights of children through a court 
decision. Judges who hear cases of divorce may consider in its decision to 
regulate the rights of children whose parents did divorce. This research with the 
normative methods research type, which aims to provide a clear picture of the 
setting and the role of judges in providing legal protection for child victims of 
divorce.

Keywords: Legal protection Children, Divorce

Abstrak
Perl�ndungan hukum merupakan hak bag� set�ap warga negara termasuk juga 
hak bag� anak. Segala warga negara bersamaan kedudukannya d� dalam hukum 
dan pemer�ntahan dan waj�b menjunjung hukum dan pemer�ntahan �tu dengan 
t�dak ada kecual�nya. Negara harus menjad�kan hukum sebaga� pangl�ma dalam 
mengawal penyelenggaraan keh�dupan berbangsa dan bernegara. Set�ap anak 
berhak atas kelangsungan h�dup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perl�ndungan dan kekerasan dan d�skr�m�nas�. Kasus percera�an d� Bal� khususnya 
kota Denpasar set�ap tahunnya memperl�hatkan adanya pen�ngkatan. Hal �n� 
perlu mendapatkan perhat�an oleh p�hak terka�t, karena dampak percera�an yang 
d�alam� anak dapat d�rasakan langsung oleh anak �tu send�r�. Anak menjad� 
korban langsung ak�bat percera�an orang tuanya. Lembaga perad�lan mempunya� 
peranan pent�ng untuk menjam�n hak-hak anak lewat putusan pengad�lan. Hak�m 
yang memer�ksa perkara percera�an m�salnya dapat mempert�mbangkan dalam 
putusan nya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan 
percera�an. Penel�t�an �n� menggunakan metode penel�t�an hukum normat�f, 
yang bertujuan untuk member�kan gambaran yang jelas tentang pengaturan dan 
peranan hak�m dalam member�kan perl�ndungan hukum bag� anak korban ak�bat 
percera�an.
Kata kunc�: Perlindungan Hukum, Anak, Perceraian 
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I.  PENDAHULUAN
Manus�a sebaga� mahluk �nd�v�du 

yang mand�r� t�dak dapat h�dup tanpa 
adanya bantuan dar� manus�a la�nnya, 
maka dar� �tu manus�a d�katakan 
sebaga� mahluk sos�al. Manus�a 
selalu ber�nteraks� pada l�ngkungan 
masyarakat secara langsung maupun 
t�dak langsung karena adanya suatu 
kepent�ngan, persamaan ke�ng�nan 
atau karena adanya suatu perasaan 
pada d�r� mas�ng-mas�ng manus�a 
tersebut. Manus�a d�c�ptakan dengan 
h�dup berpasangan dan hubungan 
tersebut d�lakukan dengan adanya 
perkaw�nan. 

Perkaw�nan yang d�langsungkan 
oleh seorang lak�-lak� dengan seorang 
perempuan mem�l�k� tujuan untuk 
mencegah terjad�nya hal-hal yang t�dak 
d�amanatkan oleh agama, n�la�-n�la� 
yang terkandung dalam masyarakat, 
dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Tujuan perkaw�nan 
salah satunya  adalah membentuk 
sebuah keluarga lalu menghas�lkan 
sebuah keturunan ya�tu anak. 

Anak yang merupakan has�l dar� 
sebuah perkaw�nan merupakan suatu 
hal yang sangat pent�ng dalam suatu 
keh�dupan berkeluarga, oleh karena 
anak sangat berpotens� terhadap 
nas�b suatu generas� atau bangsa d� 
masa mendatang, dan merupakan 
suatu cerm�nan s�kap h�dup bangsa 
dan penentu perkembangan bangsa 
tersebut2. Masa kanak-kanak 
2 Wag�at� Sutedjo, 2010, Hukum Pidana 

Anak, Cetakan Ket�ga, PT.Ref�ka 
Ad�tama, Bandung, hlm. 5

seharusnya d�lewat� dengan masa 
pembentukan watak, pembentukan 
kepr�bad�an dan juga pembentukan 
karakter d�r� seorang anak, agar anak-
anak tersebut kelak mem�l�k� kekuatan 
dan kemampuan dalam menjalan� 
keh�dupan d� masa mendatang3.

Hal tersebut menjad�kan 
pos�s� anak sebaga� suatu keharusan 
yang perlu untuk d�perhat�kan serta 
mendapat segala perl�ndungan dan 
juga kebutuhan yang sesua� dengan 
kebutuhan anak �tu send�r�. Pada jaman 
yang serba modern �n� banyak sekal� 
terjad� kasus anak yang mengalam� suatu 
t�ndak kekerasan dalam keh�dupannya. 
Kekerasan tersebut umumnya terjad� 
d� l�ngkungan terdekatnya ya�tu d� 
l�ngkungan keluarganya send�r�. 

Kekerasan terhadap anak atau 
yang ser�ng d�sebut dengan child abuse 
merupakan suatu t�ndakan kekerasan 
terhadap perlakuan f�s�k, mental, atau 
seksual yang pada umumnya d�lakukan 
oleh orang terdekat yakn� keluarga 
yang mana �tu semua d��nd�kas�kan 
dengan kerug�an dan ancaman terhadap 
kesehatan dan kesejahteraan anak. 
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap 
anak atau child abuse sela�n berupa 
kekerasan terhadap perlakuan f�s�k, 
mental, atau seksual, juga dapat berupa 
berbaga� eksplo�tas� sepert� m�salnya 
pornograf� dan penyerangan seksual 
(sexual assault), pember�an makanan 
yang t�dak layak bag� anak atau 
3 Ma�d�n Gultom, 2008, Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 
Ref�ka Ad�tama, Bandung,  hlm. 1.
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makanan kurang g�z� (malnutrition), 
pengaba�an pend�d�kan dan kesehatan 
(educational and medical neglect) dan 
kekerasan-kekerasan yang berka�tan 
dengan med�s (medical abuse) juga 
yang pal�ng marak saat �n� ya�tu 
penelantaran setelah percera�an4. 
Berbaga� kasus telah membukt�kan 
bahwa terjad�nya kekerasan terhadap 
anak ser�ng juga d�serta� dengan 
penelantaran terhadap anak. Ba�k 
pengan�ayaan maupun penelantaran 
terhadap anak dapat member�kan 
dampak negat�f pada kesehatan f�s�k dan 
juga kesehatan mental anak tersebut5.  
Dampak negat�f tersebut dapat berupa 
gejala depres�, jat� d�r� yang rendah, 
kecemasan, adanya gangguan t�dur, 
phob�a, kelak dapat tumbuh menjad� 
seorang pengan�aya, menjad� bers�fat 
keras, gangguan stres pasca trauma dan 
juga yang leb�h pent�ng dapat terl�bat 
dalam penyalahgunaan narkot�ka6. 

Maka dar� �tu perlunya suatu 
perl�ndungan hukum terhadap 
anak, salah satunya ya�tu dengan 
upaya perl�ndungan yang d�ber�kan 
hukum terhadap berbaga� kebebasan 
dan hak asas� anak, serta berbaga� 
kepent�ngan yang berhubungan 
dengan kesejahteraan anak7.  Anak 
perlu mendapat perl�ndungan agar 
t�dak mengalam� kerug�an, ba�k 
4 Bagong Suyanto dan Sr� San�tut�, 2002, 

Krisis & Child Abuse, A�rlangga Un�vers�ty, 
Surabaya, hlm. 114

5 Ibid., hlm. 122
6  Ibid., hlm. 123
7 Agust�nus Pohan, Topo Santoso, dan Mart�n 

Moer�ngs (ed), 2012, Hukum Pidana Dalam 
Perspektif, Pustaka Larasan, Denpasar, hlm, 
267.  

mental, f�s�k, maupun sos�al8. Undang-
Undang Dasar Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 
(1) secara tegas menyatakan bahwa: 
“Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya d� dalam hukum dan 
pemer�ntahan dan waj�b menjunjung 
hukum dan pemer�ntahan �tu dengan 
t�dak ada kecual�nya”. Dem�k�an 
juga adalah konsekuens� bag� Negara 
Republ�k Indones�a yang menetapkan 
dalam konst�tus� nya sebaga� negara 
hukum, seh�ngga hukum harus 
menjad� pangl�ma dalam mengawal 
penyelenggaraan keh�dupan berbangsa 
dan bernegara. Hukum menjad� 
pel�ndung bag� set�ap warga negara, 
t�dak terkecual� anak. Hukum berd�r� 
d� atas semua �nd�v�du, kelompok, 
maupun golongan. Hukum menjad� 
payung bag� seluruh rakyat Indones�a, 
seh�ngga salah asas hukum yang 
d�junjung t�ngg� adalah equality before 
the law, memperlakukan set�ap warga 
negara bersamaan kedudukannya d� 
depan hukum.

Berb�cara mengena� percera�an, 
fenomena maraknya percera�an dalam 
rumah tangga d� Bal�, khususnya 
pada kota Denpasar  perlu mendapat 
perhat�an ser�us, meng�ngat angka 
percera�an memperl�hatkan tren yang 
terus men�ngkat dar� tahun ke tahun.  
Data dar� D�nas Kependudukan dan 
Catatan S�p�l kota Denpasar serta 
Pengad�lan Agama Denpasar, jumlah 
kasus percera�an yang tercatat tahun 
8 Ma�d�n Gultom, 2012, Perlindungan 

HukumTterhadap Anak Dan Perempuan, 
Bandung: PT. Ref�ka Ad�tama, hlm. 69.
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2015 sebanyak 742 kasus. Tahun 2016 
sebanyak 906 kasus atau men�ngkat 
164 kasus dar� tahun 20159. Jumlah 
kasus percera�an tersebut tentunya 
amat sangat d�sayangkan, oleh karena 
harapan sebenarnya adalah baga�mana 
mem�n�mal�s�r angka percera�an ke t�t�k 
terendah, mesk�pun undang-undang 
member� jalan untuk percera�an, 
namun percera�an harus menjad� 
p�l�han terakh�r setelah pengad�lan 
telah berusaha sedem�k�an rupa untuk 
mendama�kan p�hak yang bersel�s�h, 
namun t�dak berhas�l.

Berb�cara mengena� percera�an, 
maka sesungguhnya undang-undang 
send�r� dalam hal �n� member�kan 
peluang bag� para p�hak ba�k 
suam� ataupun �str� untuk bercera�. 
Percera�an tersebut dalam undang-
undang mas�h member�kan adanya 
syarat dan ketentuan yang rum�t 
untuk terjad�nya percera�an, m�salnya 
percera�an hanya b�sa d�lakukan d� 
depan s�dang pengad�lan setelah 
pengad�lan t�dak dapat merukunkan. 
Hal tersebut t�dak la�n tujuannya 
adalah untuk t�dak menggampangkan 
para p�hak untuk bercera�. Adapun 
upaya-upaya yang d�lakukan agar para 
p�hak t�dak melakukan percera�an, 
m�salnya dengan menetapkan med�as� 

9 Tr�bun Bal�, 2017, Istri yang Paling 
Banyak Minta Cerai di Denpasar, 
Dipicu Medsos Hingga Urusan Ranjang, 
ava�lable from: URL: http://bal�.
tr�bunnews.com/2017/03/11/�str�-yang-
pal�ng-banyak-m�nta-cera�-d�-denpasar-
d�p�cu-medsos-h�ngga-urusan-ranjang , 
d�akses tanggal 15 Maret 2017

sebaga� syarat �mperat�f dalam proses 
pemer�ksaan perkara percera�an.

Pengad�lan yang sudah 
melakukan upaya med�as�, namun 
t�dak dapat mendama�kan para p�hak 
yang akan bercera�, maka dalam hal 
�n� pengad�lan harus memutuskan 
yang terba�k dan ad�l dar� ak�bat yang 
d�t�mbulkan dar� percera�an tersebut. 
Ak�bat dar� percera�an yang terjad� 
t�dak serta rnerta akan mengakh�r� 
segala kewaj�ban dan tanggung jawab 
dar� p�hak yang bercera�.

Pengad�lan dalam hal 
�n� perlu memperhat�kan dan 
mempert�mbangkan nas�b dan masa 
depan anak yang lah�r dar� proses 
perkaw�nan tersebut  sebelum memutus 
perkara percera�an.  Kesejahteraan 
dan kepent�ngannya anak yang lah�r 
dar� perkaw�nan tersebut harus dapat 
d�l�ndung� dan juga d�perhat�kan. 
Anak ak�bat percera�an orang tuanya 
akan merasakan dampak yang pal�ng 
nyata berupa tekanan ps�kolog�s, 
seh�ngga cukuplah anak sengsara 
dengan beban ps�kolog�nya, jangan 
sampa� anak menjad� korban (victim) 
ak�bat hak-hak keperdataan anak 
d�aba�kan. Secara konst�tus�, telah 
tegas dalam member�kan jam�nan 
bag� kelangsungan h�dup, tumbuh 
dan berkembang anak sebaga�mana 
tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 
“Set�ap anak berhak atas kelangsungan 
h�dup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perl�ndungan dar� 
kekerasan dan d�skr�m�nas�”.
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Berdasarkan latar belakang 
d� atas, dalam penel�t�an �n� dapat 
d�tentukan rumusan masalahnya 
adalah sebaga� ber�kut:
1. Baga�manakah pengaturan 

perl�ndungan hukum bag� anak 
korban percera�an?

2. Baga�manakah peranan hak�m 
dalam mel�ndung� hak-hak anak 
korban percera�an tersebut?
Penel�t�an karya �lm�ah �n� 

merupakan penel�t�an asl� yang 
sampa� saat �n� belum pernah d�tel�t� 
sebelumnya. Karya �lm�ah yang terka�t 
dengan karya �lm�ah Penul�s tentang 
Perl�ndungan Hukum Bag� Anak 
Ak�bat Percera�an Orang Tua ya�tu 
karya �lm�ah dar� Izzah Am�la Fa�sal 
tahun 2015 dengan judul Par�w�sata 
Seksual Anak : Upaya Perl�ndungan 
Anak Berka�tan Dengan Sex Child 
Tourism yang rumusan masalahnya 
adalah; 1. Apakah faktor penyebab 
terjad�nya par�w�sata seksual anak?; 
2. Baga�mana upaya men�ngkatkan 
perl�ndungan hukum terhadap 
anak terhadap dampak negat�f dar� 
perkembangan par�w�sata?10. Karya 
�lm�ah selanjutnya yang terka�t ya�tu 
N� Nyoman Sukert� tahun 2015 dengan 

10  Fa�sal, Izzah Am�la. PARIWISATA 
SEKSUAL ANAK : UPAYA 
PERLINDUNGAN ANAK 
BERKAITAN DENGAN SEX CHILD 
TOURISM. Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law 
Journal), vol. 4 no. 4 ed�s� desember 
2015. <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/19739>,D�akses 
tanggal 9 maret 2017. do�: <https://do�.
org/10.24843/JMHU.2015.v04.�04.p01.

judul Penegakan Hukum Terhadap 
Hak Asuh Anak Ak�bat Percera�an 
Dalam Prakt�k Perad�lan D� Bal� 
yang rumusan masalahnya adalah; 1. 
Hukum apakah d�terapkan oleh hak�m 
terka�t hak asuh anak ak�bat percera�an 
dalam hal berlakunya plural�sme 
hukum?; 2. Faktor-faktor apakah yang 
menjad� dasar pert�mbangan hak�m 
dalam menetapkan hak asuh anak 
ak�bat percera�an?11. Pada penel�t�an 
yang d�buat oleh Penul�s �n�, nampak 
keunggulan karya �lm�ah �n� dar� 
karya �lm�ah la�nnya ya�tu membahas 
leb�h mendalam tentang pengaturan 
perl�ndungan hukum bag� anak korban 
percera�an dan membahas tentang 
peranan hak�m dalam mel�ndung� hak-
hak anak korban percera�an. 

Tujuan dar� penel�t�an �n� 
adalah untuk member�kan gambaran 
yang jelas tentang pengaturan dan 
peranan hak�m dalam member�kan 
perl�ndungan hukum bag� anak korban 
ak�bat percera�an.

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an hukum adalah segala 

keg�atan penul�s untuk membahas 
permasalahan-permasalahan hukum, 

11 Sukert�, N� Nyoman. PENEGAKAN 
HUKUM TERHADAP HAK ASUH 
ANAK AKIBAT PERCERAIAN 
DALAM PRAKTIK PERADILAN 
DI BALI. Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law 
Journal), vol. 4 no. 1 ed�s� me� 2015. 
<https: / /ojs .unud.ac. �d/ �ndex.php/
jmhu/art�cle/v�ew/13043>.. D�akses 
tanggal 9 maret 2017. do�: <https://do�.
org/10.28483/JMHU.2015.v04.�01.p07.
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ba�k yang bers�fat akadem�k maupun 
prakt�s, ba�k yang bers�fat asas-asas 
hukum atau norma-norma hukum 
yang h�dup dan berkembang dalam 
masyarakat berdasarkan dengan 
kenyataan hukum dan masyarakat12. 
Pada penel�t�an karya �lm�ah �n�, 
Penul�s menggunakan metode 
penel�t�an hukum normat�f.  Mukt� 
Fajar ND dan Yul�anto Ahmad 
berpendapat bahwa penel�t�an hukum 
normat�f merupakan suatu penel�t�an 
hukum yang meletakkan hukum 
sebaga� s�stem norma, mengena� asas-
asas, norma, ka�dah dar� peraturan 
perundang-undangan, putusan 
pengad�lan, perjanj�an serta doktr�n 
(ajaran)13. 

Penul�san penel�t�an karya 
�lm�ah �n� oleh Penul�s, bahan hukum 
yang d�peroleh dar� bahan hukum 
pr�mer, bahan hukum sekunder dan 
juga bahan hukum ters�er selanjutnya 
d�tel�t�, dengan mempergunakan 
pendekatan perundang-undangan (the 
statute approach) yang berhubungan 
dengan masalah yang d�bahas yang 
bertujuan untuk memecahkan suatu 
permasalahan14. 

12 Za�nudd�n Al�, 2009, Metode Penelitian 
Hukum, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm.19 

13 Mukt� Fajar ND dan Yul�anto Achmad, 2010, 
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
hlm. 34.

14 Peter Mahmud Marzuk�, 2011, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada Med�a Group, 
Jakarta, hlm. 93

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Perlindungan 

Hukum Bagi Anak Korban 
Perceraian
Perl�ndungan hukum terhadap 

anak merupakan suatu usaha atau 
keg�atan oleh seluruh lap�san 
masyarakat dalam berbaga� kedudukan 
yang menyadar� betul pent�ngnya 
anak bag� bangsa dan negara d� 
kemud�an har�15. Menurut pendapat 
dar� Ph�l�pus M. Hadjon, perl�ndungan 
hukum dapat d�bedakan menjad� 
dua macam perl�ndungan hukum, 
ya�tu: perl�ndungan hukum yang 
bers�fat prevent�f dan perl�ndungan 
hukum yang bers�fat repres�f. Pada 
perl�ndungan hukum yang prevent�f 
kepada masyarakat d�ber�kan 
kesempatan untuk mengajukan 
keberatan (inspraak) atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemer�ntah 
mendapat bentuk yang def�n�t�f. 
Dengan dem�k�an, perl�ndungan 
hukum yang prevent�f bertujuan 
untuk mencegah terjad�nya sengketa, 
sedangkan sebal�knya perl�ndungan 
hukum yang repres�f bertujuan 
untuk rnenyelesa�kan sengketa. 
Pengert�an perl�ndungan hukum yang 
bers�fat repres�f adalah penanganan 
perl�ndungan hukum bag� rakyat oleh 
lembaga perad�lan, ya�tu Perad�lan 
Umum dan Perad�lan Adm�n�stras�16. 

S�tuas�  yang k�an memburuk dan 
juga perlakuan yang t�dak wajar d�alam� 

15 Ma�d�n Gultom, 2008, Op.Cit., hlm. 33
16 Ph�l�pus M. Hadjon, 2007, Perlindungan 

Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, 
Jakarta, hlm. 3
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oleh anak pada umumnya d� berbaga� 
belahan dun�a membuat ke�ng�nan PBB 
untuk merumuskan �nstrumen hak-hak 
anak. Pada tahun 1989 PBB berhas�l 
mengesahkan menjad� suatu Konvens� 
Hak Anak atau yang sering disebut 
dengan United Nation’s Convention 
on the Rights of the Child. Indones�a 
merupakan negara peserta anggota 
PBB yang telah meng�katkan d�r�nya 
secara hukum (legally binding) dengan 
merat�f�kas� Konvens� Hak Anak pada 
tahun 1990. Langkah hukum rat�f�kas� 
�n� d�lakukan dengan berdasarkan 
Keputusan Pres�den (Keppres) No. 
36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Perat�f�kas�an Konvens� Hak Anak. 

Lah�rnya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perl�ndungan Anak yang pada saat 
�n� telah d�rubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perl�ndungan Anak, adalah jawaban 
atas rat�f�kas� Konvens� Hak Anak 
tersebut. Pada ketentuan Pasal 1 angka 
2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perl�ndungan Anak, secara jelas 
menyatakan bahwa: “Perl�ndungan 
anak adalah segala keg�atan untuk 
menjam�n dan mel�ndung� anak dan 
hak-haknya agar dapat h�dup, tumbuh, 
berkembang, dan berpart�s�pas� 
secara opt�mal sesua� dengan harkat 
dan martabat kemanus�aan, serta 
mendapat perl�ndungan dar� kekerasan 

dan d�skr�m�nas�. Penul�s berpendapat 
bahwa perl�ndungan hukum terhadap 
anak korban percera�an adalah segala 
bentuk perl�ndungan yang d�ber�kan 
kepada anak (korban percera�an) yang 
mendukung bag� masa depan anak dan 
d�dasarkan pada peraturan perundang-
undangan serta d�lakukan penegakan 
hukum secara kons�sten oleh aparat 
penegak hukum dem� tercapa�nya hak-
hak anak.

Peraturan perundang-undangan 
d� Indones�a saat �n� dalam member�kan 
perl�ndungan hukum bag� anak yang 
orang tuanya bercera�, tampak pada 
amanat konst�tus� Pasal 28 B UUD 
1945, beberapa peraturan perundang-
undangan la�n ba�k undang-undang 
tersebut secara khusus mengatur 
tentang perl�ndungan pada hak-hak 
keperdataan anak, atau menjad� bag�an 
dar� suatu undang-undang. Undang-
undang yang khusus mengatur 
tentang perl�ndungan anak, m�salnya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perl�ndungan Anak, 
sepert� salah satu pasalnya, yakn� pada 
ketentuan Pasal 3 yang menyatakan 
bahwa: “Perl�ndungan anak bertujuan 
untuk menjam�n terpenuh�nya hak-
hak anak agar dapat h�dup, tumbuh, 
berkembang, dan berpart�s�pas� secara 
opt�mal sesua� dengan harkat dan 
martabat kemanus�aan, serta mendapat 
perl�ndungan dar� kekerasan dan 
d�skr�m�nas�, dem� terwujudnya anak 
Indones�a yang berkual�tas, berakhlak 
mul�a, dan sejahtera.”
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Sementara undang-undang yang 
mengatur perl�ndungan anak yang 
merupakan bag�an dar� suatu undang-
undang, m�salnya Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkaw�nan, 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dan berbaga� 
aturan la�nnya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkaw�nan, m�salnya 
beberapa pasalnya secara tegas 
mengatur tentang hak-hak anak yang 
orang tuanya bercera�, contohnya 
pada Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) 
d�sebutkan:
1) Kedua orang tua waj�b 

memel�hara dan mend�d�k anak-
anak mereka seba�k-ba�knya.

2) Kewaj�ban orang tua yang 
d�maksud pada Ayat (1) pasal 
�n� berlaku sampa� anak �tu 
kaw�n atau dapat berd�r� send�r�, 
kewaj�ban mana berlaku terus 
mesk�pun perkaw�nan antara 
kedua orang tua putus.
Dem�k�an juga dalam Pasal 41 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkaw�nan menyatakan 
bahwa:

Ak�bat putusnya perkaw�nan 
karena percera�an �alah:
a. Ba�k �bu atau bapak tetap 

berkewaj�ban memel�hara dan 
mend�d�k anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepent�ngan 
anak, b�lamana ada persel�s�han 
mengena� penguasaan anak-
anak, pengad�lan member� 
keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab 
atas semua b�aya pemel�haraan 
dan pend�d�kan yang d�perlukan 
anak �tu, b�lamana bapak dalam 
kenyataan t�dak dapat memenuh� 
kewaj�ban tersebut, pengad�lan 
dapat menentukan bahwa �bu 
�kut mem�kul b�aya tersebut;

c. Pengad�lan dapat mewaj�bkan 
kepada bekas suam� untuk 
member�kan b�aya pengh�dupan 
dan/atau menentukan sesuatu 
kewaj�ban bag� bekas �str�.
Dem�k�an juga Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga menyebutkan tentang 
perl�ndungan bag� anak m�salnya 
pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) yang 
menyatakan bahwa: “Set�ap orang 
d�larang menelantarkan orang dalam 
l�ngkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku bag�nya 
atau karena persetujuan atau perjanj�an 
�a waj�b member�kan keh�dupan, 
perawatan, atau pemel�haraan kepada 
orang tersebut”. Pasal 5 huruf d 
juga menyatakan bahwa: “Set�ap 
orang d�larang melakukan kekerasan 
dalam rumah tangga, dengan cara; a. 
kekerasan f�s�k; b. kekerasan ps�k�s; c. 
kekerasan seksual; atau d. penelantaran 
rumah tangga…”. 

Peraturan perundangan tersebut 
d� atas secara jelas telah member�kan 
hak-hak keperdataan yang berhak 
d�dapatkan serta dar� aspek hukum 
p�dana terhadap anak yang menjad� 
korban percera�an, dan pengad�lan 
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pun dapat memutuskan yang terba�k 
bag� anak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang telah 
d�sebutkan tersebut. Adapun dalam 
ka�tannya fungs� hukum dengan 
perl�ndungan hukum menurut Ph�l�pus 
M. Hadjon adalah melakukan beberapa 
upaya ya�tu upaya prevent�f dan upaya 
repres�f17.  Upaya prevent�f, dalam 
hal �n� adanya kesempatan untuk 
mengajukan keberatan (inspraak) 
atau pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemer�ntah mendapat 
bentuk yang def�n�t�f. Bentuk �n� 
adalah berupa pedoman/pencegahan 
dalam bentuk ancaman terhadap 
pelaku pelanggar hukum, kehad�ran 
hukum dengan berbaga� sanks�nya 
tersebut dapat menjad� �nstrumen 
untuk member�kan efek jera ba�k 
secara khusus (personal deterrence) 
maupun efek jera secara umum 
(general deterrence) member�kan rasa 
takut kepada masyarakat seh�ngga 
terhalang untuk melakukan t�ndakan 
melanggar hukum, jad� penekanannya 
pada upaya untuk mencegah terjad�nya 
kejad�an tersebut. Upaya repres�f, 
terkadang juga hukum muncul dengan 
wajahnya yang repres�f. Hukum yang 
repres�f adalah hukum yang mengabd� 
kepada kekuasaan repres�f dan kepada 
tata tert�b sos�al yang repres�f. B�la 
hukum tersebut d�langgar maka harus 
d�lakukan penegakan hukum terhadap 
para pelanggarannya tersebut (law 
enforcement) tanpa pandang bulu. Dan 
untuk melakukan penegakan hukum 

17 Ph�l�pus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 52

tersebut lembaga perad�lan mem�l�k� 
kewenangan dan kekuasaan untuk �tu.

Penul�s berpendapat bahwa 
pada dasarnya orang �tu ba�k, namun 
terkadang l�ngkungan dan keadaan lah 
yang membuat orang menjad� t�dak 
ba�k atau melanggar hukum.  Dalam 
hal �n� perlu untuk adanya suatu upaya 
agar dapat mengembal�kan keadaan 
sepert� semula. Hukum akan menjad� 
�nstrumen untuk membuat orang �tu 
kembal� menjad� ba�k dengan adanya 
hukuman yang d�ber�kan kepada para 
pelanggar hukum. Dengan pember�an 
hukuman bermaksud sela�n membuat 
�a jera juga dapat menjad�kan 
seseorang kembal� menjad� ba�k sesua� 
dengan tujuan penghukuman ya�tu 
agar dapat d�ter�ma kembal� dengan 
masyarakatnya seh�ngga hukum 
juga dapat d�sebut sebaga� �nstrumen 
rehab�l�tas�

3.2  Peranan Putusan Hakim 
dalam Melindungi Hak-hak 
Anak
Undang-undang dan berbaga� 

peraturan la�nnya mengena� 
perl�ndungan hak-hak anak t�daklah 
dapat berd�r� send�r�, undang-undang 
tersebut haruslah d�laksanakan oleh 
para aparat penegak hukum yang ba�k 
dalam hal �n� s�stem perad�lan p�dana, 
khususnya lembaga perad�lan. Dalam 
proses menerapkan dan menegakkan 
hukum t�dak serta merta hanya dengan 
hukum �tu send�r�, ada komponen la�n 
yang dapat mendukung penerapan dan 
penegakan hukum. Proses bekerjanya 
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hukum �tu send�r� d�pengaruh� oleh t�ga 
komponen pent�ng yang sal�ng terka�t 
satu sama la�n. Menurut pendapat Otje 
Salman dan Anton F. Susanto bahwa 
penerapan dan penegakan hukum 
harus mencakup t�ga komponen 
yang secara s�multan berjalan 
melalu� langkah-langkah strateg�s, 
mula� dar� perencanaan pembuatan 
aturan (legislation planning), proses 
pembuatannya (law making procces), 
sampa� kepada penegakan hukum (law 
enforcement) yang d�bangun melalu� 
kesadaran hukum (law awareness) 
masyarakat18.

Berb�cara mengena� penegakan 
hukum, putusan hak�m merupakan 
suatu mahkota, hak�m dalam membuat 
putusan  waj�b memperhat�kan kehat�-
hat�an dan  sed�k�t mungk�n untuk 
dapat mengh�ndar� ket�dakcermatan 
yang bers�fat formal maupun mater��l 
agar putusan hak�m tersebut dapat 
terl�hat kecakapan tekn�k membuatnya. 
Tujuannya agar dalam d�r� hak�m dapat 
lah�r, tumbuh, dan berkembang adanya 
s�kap atau s�fat kepuasan moral j�ka 
putusan yang d�buat �tu dapat menjad� 
tolok ukur untuk kasus yang sama, 
sebaga� bahan referens� bag� kalangan 
prakt�s� hukum serta kepuasan hat� 
nuran� tersend�r� j�ka sampa� d�kuatkan 
dan t�dak d�batalkan oleh t�ngkat 
pengad�lan yang leb�h t�ngg�19.

18 Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, 
Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan 
Membuka Kembali, Ref�ka Ad�tama, Bandung, 
hlm. 154

19  L�l�k Mulyad�, 2007, Putusan Hakim 
dalam Hukum Acara Pidana, PT C�tra 
Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 134

Salah satu komponen bekerjanya 
hukum ya�tu hak�m dapat member�kan 
perl�ndungan hukum terhadap anak 
korban percera�an lewat putusannya. 
Dalam set�ap percera�an, p�hak dar� 
anak akan menjad� p�hak yang pal�ng 
d�rug�kan dan perlu menjad� salah satu 
pert�mbangan dalam memutus atau 
meneruskan hubungan rumah tangga 
pasangan suam� �str�. Orang tua dalam 
hal bercera� t�dak boleh mengorbankan 
masa depan anak, anak harus d�l�ndung� 
hak-hak dan kepent�ngannya. Hak�m 
dapat member�kan suatu perl�ndungan 
hukum terhadap anak tersebut sesua� 
dengan ketentuan Pasal 10 huruf a 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga yang menyatakan 
bahwa: korban berhak mendapatkan 
member�kan perl�ndungan dar� p�hak 
keluarga, kepol�s�an, kejaksaan, 
pengad�lan, advokat, lembaga 
sos�al, atau p�hak la�nnya ba�k 
sementara maupun berdasarkan 
penetapan per�ntah perl�ndungan dar� 
pengad�lan”. 

Dalam hal adanya suatu 
percera�an, hak�m dapat member�kan 
suatu pert�mbangan untuk member�kan 
hak-hak kepada anak korban 
percera�an, ba�k yang d�m�nta oleh 
p�hak yang beperkara ataupun yang 
t�dak d�m�nta. Hak-hak anak tersebut 
mel�put� hak anak untuk h�dup, hak 
anak untuk tumbuh dan berkembang 
terbebas dar� berbaga� bentuk 
penelantaran. Kedua orang tua anak 
yang akan bercera� tetap berkewaj�ban 
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memel�hara dan mend�d�k anak-
anaknya, sepert� m�salnya dalam hal 
�n� orang tua lak�-lak� atau bapak yang 
bertanggungjawab atas semua b�aya 
pemel�haraan dan pend�d�kan yang 
d�perlukan anak, sampa� anak tersebut 
dewasa dan mand�r� atau sampa� anak 
tersebut berumur 21 tahun. Beberapa 
pert�mbangan oleh hak�m dalam 
member�kan hak anak tersebut, dapat 
d�kukuhkan dalam putusan nant�nya.

Apab�la orang tua melala�kan 
kewaj�bannya untuk memel�hara dan 
member�kan nafkah kepada anak 
atau menelantarkan anak yang telah 
d�kukuhkan dalam putusan pengad�lan, 
maka p�hak yang d�rug�kan dapat 
mengajukan permohonan eksekus� 
terhadap putusan tersebut. Namun j�ka 
hak-hak anak tersebut t�dak d�tetapkan 
dalam putusan pengad�lan. Maka p�hak 
yang d�rug�kan dapat mengajukan 
gugatan perdata ke pengad�lan untuk 
menuntut hak-hak keperdataan anak 
yang telah d�aba�kan. Namun b�la 
p�hak yang merasa d�rug�kan tersebut 
t�dak puas dengan gugatan perdata, 
maka p�hak yang d�rug�kan dapat 
mengajukan laporan p�dana kepada 
aparat penegak hukum dengan dasar 
pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perl�ndungan Anak yang 
menyatakan bahwa: Set�ap anak 
selama dalam pengasuhan orang tua, 
wal�, atau p�hak la�n mana pun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perl�ndungan dar� 
perlakuan:

a. d�skr�m�nas�;
b. eksplo�tas�, ba�k ekonom� 

maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan 

pengan�ayaan;
e. ket�dakad�lan; dan
f. perlakuan salah la�nnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga menyatakan 
bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
dapat terjad� salah satu bentuknya 
adalah berupa adanya pemb�aran dar� 
salah satu pasangan, dem�k�an juga 
adanya pemb�aran terhadap anak yang 
lah�r dar� perkaw�nan tersebut, dan b�la 
hal tersebut d�langgar akan ada tuntutan 
p�dana berupa hukuman penjara. Satu 
hal yang harus d�sadar� oleh p�hak yang 
akan bercera� bahwa kalau melakukan 
penelantaran terhadap anak mesk�pun 
telah bercera�, maka hal tersebut dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, termasuk telah melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga. 

P�hak yang melanggar atau 
t�dak melaksanakan tanggung jawab 
sebaga�mana telah d�nyatakan d� 
atas, maka d�tegaskan pada ketentuan 
Pasal 49 Undang-Undang No. 23 
Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga sebaga� ber�kut ya�tu 
d�p�dana dengan p�dana penjara pal�ng 
lama 3 (t�ga) tahun atau denda pal�ng 
banyak Rp 15.000.000,- (l�ma betas 
juta rup�ah), set�ap orang yang;
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a menelantarkan orang la�n dalam 
l�ngkup rumah tangganya 
sebaga�mana d�maksud dalam 
Pasal 9 Ayat (1);

b. menelantarkan orang la�n 
sebaga�mana d�maksud Pasal 9 
Ayat (2).
Jelas bahwa orang tua yang 

menelantarkan anak atau �str� yang 
mas�h dalam tanggungannya dapat 
d�hukum sesua� dengan pasal-pasal 
yang telah d�sebutkan d� atas. Menurut 
pendapat Penul�s bahwa undang-
undang �n� mas�h belum mendapatkan 
sos�al�sas� yang maks�mal, mesk�pun 
laporan ke pol�s� dalam hal kekerasan 
dalam rumah tangga sepert� 
pengan�ayaan telah ser�ng k�ta dengar, 
namun untuk kasus penelantaran 
anak mas�h jarang k�ta dengar kecual� 
beberapa kasus yang pernah d� s�arkan 
dalam med�a elektron�k. Padahal 
sebetulnya banyak kasus serupa yang 
men�mpa anak-anak korban percera�an 
yang t�dak d�laporkan.

IV.  KESIMPULAN
1. Berbaga� peraturan perundang-

undangan d� Indones�a, telah 
menjam�n perl�ndungan terhadap 
masa depan dan hak-hak anak, 
khususnya anak yang orang 
tuanya bercera�. Anak berhak 
mendapatkan jam�nan untuk 
masa depannya, m�salnya b�aya 
h�dup, b�aya pend�d�kan, dan 
pengobatan dar� orang tuanya. 

2. Anak yang orang tuanya 
bercera�, adalah p�hak yang 

pal�ng d�rug�kan, dapat 
d�past�kan bahwa anak akan 
mengalam� tekanan ps�kolog�s 
yang dapat berpengaruh pada 
masa depannya, seh�ngga anak 
perlu mendapatkan perhat�an, 
khususnya oleh lembaga 
perad�lan dapat menjam�n hak-
hak anak dan yang terba�k 
bag� anak, apab�la hak-hak �tu 
d�aba�kan dapat melakukan upaya 
hukum dengan permohonan 
eksekus� putusan pengad�lan 
yang d�aba�kan. 
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